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SURAT EDARAN

Kepada
SEMUA BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
DI INDONESIA

Perihal: Pelaksanaaood Corporate Governancbagi Bank Umum

Syariah dan Unit Usaha Syariah

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Peratunak IBeonesia Nomor
11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bamkim Syariah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 29, Edrab Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4978), Peraturan Bank mhedea Nomor
11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Urgata Syariah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 55, Edrab Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4992), dan Peraturan Bam#onesia Nomor
11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentangkPat@arGood Corporate
Governancebagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (haman
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 175, bedran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5085) maka dipariuketentuan lebih lanjut
yang diatur dalam suatu Surat Edaran Bank Indondsrayan pokok-pokok

ketentuan sebagai berikut:

A. UMUM. ...



A. UMUM

1. PelaksanaanGood Corporate GovernancdGCG) pada industri
perbankan syariah harus berlandaskan pada limasipridasar.
Pertama, transparansitrgnsparency, yaitu keterbukaan dalam
mengemukakan informasi yang material dan relevem &eterbukaan
dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, aklit#sbi
(accountability) vyaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan
pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelglaabarjalan
secara efektif. Ketiga, pertanggungjawabamesgonsibility yaitu
kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan pegHutidangan
yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bardagy sehat.
Keempat, profesional pofessiongl yaitu memiliki kompetensi,
mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengarkértan dari
pihak manapun (independen) serta memiliki komitryang tinggi
untuk mengembangkan bank syariah. Kelima, kewajdéf@mess
yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi halsta&eholders
berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangagada yang
berlaku.

2. Dalam pelaksanaan GCG, Bank perlu melakufaeck and balance
menghindari benturan kepentingarcoifflict of interegt dalam
pelaksanaan tugas serta meningkatkan perlindunaginkbpentingan
stakeholderskhususnya nasabah pemilik dana dan pemegang saham
minoritas. Dalam rangka mendukung hal tersebutarseinternal
diperlukan keberadaan Komisaris Independen darkPifteependen.

3. Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitakgaman GCG,
Bank diwajibkan secara berkala melakukself assessmergecara
komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan GC@&hilapmasih
terdapat kekurangan dalam implementasinya, Bank eraeg

menetapkan langkah perbaikan yang diperlukan.

4. Sebagai .



Sebagai salah satu bentuk implementasi prinsip spaansi
(transparency, Bank diwajibkan untuk menyampaikan Laporan
Pelaksanaan GCG kepastakeholdersLaporan dimaksud diperlukan
untuk meningkatkan pemahamastakeholders dan mendorong

stakeholdersnelakukarcheck and balance.

B. DEWAN KOMISARIS

1.

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komiyairg tidak

memiliki:

a. hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan sdbafatau
hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali,
anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggotakBi
atau

b. hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikaanmsah
dengan BUS,

sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk beaktind

independen.

Yang dimaksud dengan “memiliki hubungan keuangamgde

pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komit&rnaya

dan/atau anggota Direksi” adalah apabila seseorar@nerima
penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari:

a. pemegang saham pengendali BUS sampai dengan patigend
terakhir (ltimate shareholdejs

b. anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggot&kBii
BUS; dan/atau

C. suatu perusahaan dimana anggota Dewan Komisangsykai
dan/atau anggota Direksi BUS menjadi pemegang saham

pengendali.

3. Yang...



Yang dimaksud dengan “memiliki hubungan kepengurudangan
pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komit&naya
dan/atau anggota Direksi” adalah apabila seseonaegduduki
jabatan sebagai:

a. anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Hk#epada
perusahaan yang menjadi pemegang saham pengend§li B
sampai dengan pengendali terakhitiinate shareholdejs

b. anggota Dewan Komisaris atau Direksi pada perusatisaana
anggota Dewan Komisaris lainnya menjadi anggota ddew
Komisaris dan/atau anggota Direksi; dan/atau

c. anggota Dewan Komisaris atau Direksi pada suatuspéaan
dimana anggota Dewan Komisaris lainnya dan/ataug@ag
Direksi BUS menjadi pemegang saham pengendali.

Yang dimaksud dengan “memiliki hubungan kepemilikemham

dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewarnsatam

lainnya dan/atau anggota Direksi” adalah apabsa@ang:

a. memiliki saham pada perusahaan yang menjadi pergesgdram
pengendali BUS sampai dengan pengendali terakitiim@te
shareholder} dan/atau

b. memiliki saham pada perusahaan yang secara bersanma-
dimiliki oleh pemegang saham pengendali BUS sardpagan
pengendali terakhir uftimate shareholde)s anggota Dewan
Komisaris lainnya, dan/atau anggota Direksi setanggrsama-
sama menjadi pemegang saham pengendali pada pasnsah
tersebut.

Yang dimaksud dengan “memiliki hubungan keluargangaa

pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komit&naya

dan/atau anggota Direksi” adalah apabila seseorargmiliki

hubungan..



hubungan keluarga dengan pihak-pihak tersebut dameagan

derajat kedua baik vertikal maupun horizontal, yareiputi:

a
b
C.
d
e
f.

orang tua kandung/tiri/angkat;

saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atanyiatr

anak kandung/tiri/angkat;

kakek/nenek kandung/tiri/angkat;

cucu kandunag/tiri/angkat;

saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua besartani atau
istrinya;

suami/istri;

mertua;

besan;

suami/istri dari anak kandung/tiri/ angkat;

kakek atau nenek dari suami atau istri;

suami/istri dari cucu kandung/ tiri/angkat; atau

saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istgeta suami

atau istrinya.

Dalam hal pemegang saham pengendali BUS berbeatidnthukum,

maka hubungan keluarga antara Komisaris Independiemgan

pemegang saham pengendali BUS dimaksud dilihat d#sungan

keluarga dengan pemegang saham pengendali darnh bageum

tersebut sampai dengan pengendali terakittin{ate shareholdejs

Yang dimaksud dengan “memiliki hubungan keuangargde BUS”

adalah apabila seseorang menerima/memberi pergmasibntuan

keuangan, atau pinjaman dari/kepada BUS yang mabkab pihak

yang memberi penghasilan, bantuan keuangan atgman memiliki

kemampuan untuk memengaruhi pihak yang menerimghgsiian,

bantuan keuangan atau pinjaman, seperti:

a. pihak ...



a. pihak terafiliasi yang memberikan jasanya kepadéBahtara
lain Dewan Pengawas Syariah, akuntan publik, penila
konsultan hukum dan konsultan lainnya; dan/atau

b. pihak yang melakukan transaksi keuangan dengan g
dapat memengaruhi baik kelangsungan usaha BUS maupu
kelangsungan usaha pihak yang melakukan transaksinigan
tersebut, antara lain debitur inti, deposan inéin gperusahaan
yang sebagian besar sumber pendanaannya dipeeslidBls.
Yang dimaksud dengan “debitur inti dan deposari adalah
debitur inti dan deposan inti sebagaimana dimakdathm
ketentuan Bank Indonesia mengenai Laporan BerkaakB
Umum Syariah.

Yang dimaksud dengan “memiliki hubungan kepemilikemham

dengan BUS” adalah apabila seseorang:

a. memiliki saham BUS dimaksud lebih dari 5% (limagsar) dari
modal disetor BUS;

b. memiliki saham BUS dimaksud kurang dari 5% (limaspe)
dari modal disetor BUS namun dapat dibuktikan telah
melakukan pengendalian pada BUS dimaksud; dan/atau

c. bersama-sama BUS menjadi pemegang saham pengeihdali
perusahaan lain.

Mantan anggota Direksi BUS tidak dapat menjadi Ksams

Independen pada BUS yang bersangkutan sebelum lar@njaasa

tunggu €ooling off periodl paling kurang selama 6 (enam) bulan.

Ketentuan masa tunggu tersebut tidak berlaku bamtam anggota

Direksi BUS yang melakukan fungsi pengawasan yé&tektur

Kepatuhan.

Perubahan status jabatan dari Komisaris menjadi i%anms

Independen pada BUS yang sama harus mendapatupgaseBank

Indonesia ..



Indonesia. Untuk mendapatkan persetujuan, calon isam
Independen harus menyampaikan surat pernyataapenden dengan
format sebagaimana Lampiran 1. Persetujuan Bankonksla
diberikan setelah dilakukan penilaian administragihtara lain
terhadap kebenaran surat pernyataan independen.

10. Pengajuan permohonan perubahan status dari Komisaenjadi
Komisaris Independen disampaikan kepada:

a. Direktorat Perbankan Syariah, Jl. MH Thamrin No.Jakarta
10350, bagi BUS yang berkantor pusat di wilayahak&antor
Pusat Bank Indonesia; atau

b. Direktorat Perbankan Syariah, Jl. MH Thamrin No.Jakarta
10350, dengan tembusan kepada Kantor Bank Indonesia
setempat, bagi BUS yang berkantor pusat di luaayat kerja
Kantor Pusat Bank Indonesia.

11. Dalam hal rapat Dewan Komisaris menggunakan teknolo
telekonferensi, maka BUS harus melengkapi deng&haiasebagai
berikut:

a. ketentuan internal Bank mengenai penyelenggaraeat ciengan
menggunakan teknologi telekonferensi; dan

b. bukti rekaman audio visual penyelenggaraan rapat.

C. DIREKSI
1. Presiden Direktur atau Direktur Utama yang selayat disebut
Presdir, wajib berasal dari pihak yang indepeneéemadap pemegang
saham pengendali. Independensi dari seorang Préspdat dipenuhi
apabila yang bersangkutan tidak memiliki hubungasuakgan,
kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungsoarga

dengan pemegang saham pengendali BUS.

2. Yang...



Yang dimaksud dengan “memiliki hubungan keuangamgde
pemegang saham pengendali” adalah apabila seseonangrima
penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman daregang saham
pengendali BUS sampai dengan pengendali terakbltimate
shareholderk

Yang dimaksud dengan “memiliki hubungan kepengurudangan

pemegang saham pengendali” adalah apabila sesearanduduki

jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direkau &®ejabat

Eksekutif pada perusahaan yang menjadi pemegamagnspéngendali

BUS sampai dengan pengendali terakhitithate shareholdejs

Yang dimaksud dengan “memiliki hubungan kepemilikemham

dengan pemegang saham pengendali” adalah apat#iaraag:

a. memiliki saham pada perusahaan yang menjadi pergesgdram
pengendali BUS sampai dengan pengendali terakifimate
shareholder} dan/atau

b. memiliki saham BUS dimaksud lebih dari 5% (limagwsar) dari
modal disetor BUS.

Yang dimaksud dengan “memiliki hubungan keluargangde

pemegang saham pengendali” adalah apabila seseonangjliki

hubungan keluarga dengan pemegang saham pengeintaksud
sampai dengan derajat kedua baik vertikal maupuizdmdal, yang
meliputi:

orang tua kandung/tiri/angkat;

saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atanyatr

kakek/nenek kandung/tiri/angkat;

a.
b
c. anak kandung/tiri/angkat;
d
e. cucu kandung/tiri/angkat;
f.

saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua besartani atau

istrinya;

g. suamifistri ..



g. suamilistri;

h. mertua;

I.  besan;

J.  suami/istri dari anak kandung/tiri/ angkat;

k. kakek atau nenek dari suami atau istri;

I.  suami/istri dari cucu kandung/ tiri/angkat; atau

m. saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istgelta suami
atau istrinya.

Dalam hal pemegang saham pengendali BUS berbeatidnthukum,

maka hubungan keluarga antara seorang Presdir niggeyaegang

saham pengendali BUS dilihat dari hubungan kelu&mgadir dengan

pemegang saham pengendali dari badan hukum pemesgdragn

pengendali BUS sampai dengan pengendali terakbltimate

shareholderk

D. KOMITE-KOMITE

1.

Anggota Komite yang berasal dari Pihak Independeitad memiliki
keahlian apabila yang bersangkutan paling kurangmike
pengetahuan yang memadai dan pengalaman kerja gaagp di
bidangnya masing-masing berdasarkan penilaian BUS.

Pihak Independen adalah pihak di luar BUS yandtrdamiliki:

a. hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan sdbafatau

hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali,

anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Diretasi; a
b. hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikaanmsah
dengan Bank,
sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk baktind

independen.

3. Yang..
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Yang dimaksud dengan “memiliki hubungan keuangamgde

pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komidanfatau

anggota Direksi” adalah apabila seseorang menepsraghasilan,

bantuan keuangan, atau pinjaman dari:

a.

pemegang saham pengendali BUS sampai dengan patigend
terakhir (ltimate shareholdejs

anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota DireksiS;BU
dan/atau

suatu perusahaan dimana anggota Dewan Komisarigtdan

anggota Direksi BUS menjadi pemegang saham penljenda

Yang dimaksud dengan “memiliki hubungan kepengurudangan

pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komidarifatau

anggota Direksi” adalah apabila seseorang mendudakatan

sebagai:

a.

anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Hk#epada
perusahaan yang menjadi pemegang saham pengend§li B
sampai dengan pengendali terakhitifhate shareholdejs

anggota Dewan Komisaris atau Direksi pada perusatisaana
anggota Dewan Komisaris BUS menjadi anggota Dewan
Komisaris dan/atau anggota Direksi; dan/atau

anggota Dewan Komisaris atau Direksi pada suatuspéaan
dimana anggota Dewan Komisaris dan/atau anggotak&ir

BUS menjadi pemegang saham pengendali.

Yang dimaksud dengan “memiliki hubungan kepemilikemham

dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewansa¢am

dan/atau anggota Direksi” adalah apabila seseorang:

a.

memiliki saham pada perusahaan yang menjadi pergeggdmam
pengendali BUS sampai dengan pengendali terakifimate

shareholder} dan/atau

b. memiliki ...




b. memiliki saham pada perusahaan yang secara bersama-
dimiliki oleh pemegang saham pengendali BUS sardpagan
pengendali terakhir uftimate shareholde)s anggota Dewan
Komisaris, dan/atau Direksi sehingga bersama-sareajaa
pemegang saham pengendali pada perusahaan tersebut.

Yang dimaksud dengan “memiliki hubungan keluargangde

pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komidanfatau

anggota Direksi” adalah apabila seseorang memihkibungan
keluarga dengan pihak-pihak tersebut sampai dedgasmat kedua
baik vertikal maupun horizontal, yang meliputi:

orang tua kandung/tiri/angkat;

saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atanyatr

a.

b

c. anak kandung/tiri/angkat;

d. kakek/nenek kandung/tiri/angkat;

e. cucu kandung/tiri/angkat;

f. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua besartami atau
istrinya;

g. suamifistri;

h.  mertua;

I.  besan;

J.  suami/istri dari anak kandung/tiri/ angkat;

k. kakek atau nenek dari suami atau istri;

l.  suami/istri dari cucu kandung/ tiri/angkat; atau

m. saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istgebta suami
atau istrinya.

Dalam hal pemegang saham pengendali BUS berbeatidnthukum,

maka hubungan keluarga antara Pihak Independegadgremegang

saham pengendali BUS dilihat dari hubungan keluaRjhak

Independen dengan pemegang saham pengendali dim aukum

emegang .

11
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pemegang saham pengendali BUS sampai dengan petigenakhir
(ultimate shareholdejs
Yang dimaksud dengan “memiliki hubungan keuangarmgde BUS”
adalah apabila seseorang menerima/memberi pergmasibntuan
keuangan, atau pinjaman dari/kepada BUS yang mabieh pihak
yang memberi penghasilan, bantuan keuangan atg@nman memiliki
kemampuan untuk memengaruhi pihak yang menerimghgsiian,
bantuan keuangan atau pinjaman, seperti:

a. pihak terafiliasi yang memberikan jasanya kepadéBahtara
lain Dewan Pengawas Syariah, akuntan publik, penila
konsultan hukum dan konsultan lainnya; dan/atau

b. pihak yang melakukan transaksi keuangan dengan g
dapat memengaruhi baik kelangsungan usaha BUS maupu
kelangsungan usaha pihak yang melakukan transaksingan
tersebut, antara lain debitur inti, deposan inéin gperusahaan
yang sebagian besar sumber pendanaannya dipesoidBiUs;
Yang dimaksud dengan “debitur inti dan deposari iadalah
debitur inti dan deposan inti sebagaimana dimakdathm
ketentuan Bank Indonesia mengenai Laporan BerkaakB
Umum Syariah.

Penghasilan yang diterima oleh Pihak Independemnikajabatan

rangkapnya sebagai anggota Komite lainnya pada Baig sama,

tidak termasuk dalam hubungan keuangan dimaksud.

Yang dimaksud dengan “memiliki hubungan kepemilikemham

dengan BUS” adalah apabila seseorang:

a. memiliki saham BUS dimaksud lebih dari 5% (limagsar) dari
modal disetor BUS;

b. memiliki ...



10.

11.

12.
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b. memiliki saham BUS dimaksud kurang dari 5% (limaspe)
dari modal disetor BUS namun dapat dibuktikan telah
melakukan pengendalian pada BUS dimaksud; dan/atau

c. bersama-sama BUS menjadi pemegang saham pengehdali
perusahaan lain.

Mantan anggota Direksi BUS tidak dapat menjadi Rilmalependen

pada BUS yang bersangkutan sebelum menjalani masggu

(cooling off periodl paling kurang selama 6 (enam) bulan. Ketentuan

masa tunggu tersebut tidak berlaku bagi mantanaadgireksi BUS

yang melakukan fungsi pengawasan, yaitu Direktyyafehan.

Anggota Komite yang berasal dari Pihak Independgratimerangkap

jabatan sebagai Pihak Independen dalam keanggktaaite lainnya

pada Bank yang sama, Bank lain, dan/atau perusahiaaisepanjang
yang bersangkutan:

a. memenuhi kriteria independensi;

b memenuhi kriteria keahlian;

Cc. mampu menjaga rahasia Bank;

d. memperhatikan kode etik yang berlaku; dan

e. tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggumgb ja
sebagai anggota Komite.

Bank harus meneliti kebenaran seluruh dokumen ddgai pendukung

pemenuhan persyaratan Pihak Independen.

Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta KomitenRunerasi dan

Nominasi, harus memiliki kebijakan intern yang pgli kurang

meliputi pedoman kerja dan tata tertib kerja, dalaangka

pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

E. DEWAN ...
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E. DEWAN PENGAWAS SYARIAH

1.

Mekanisme pengangkatan calon anggota Dewan Peng8yasah

adalah sebagai berikut:

a.

Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan rekonmsnda
calon anggota Dewan Pengawas Syariah kepada Dewan
Komisaris;

Berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Na®nin
tersebut, Dewan Komisaris mengusulkan calon angDetaan
Pengawas Syariah kepada Direksi;

Berdasarkan pertimbangan tertentu dengan mempahati
rekomendasi Dewan Komisaris, rapat Direksi menetapalon
anggota Dewan Pengawas Syariah untuk dimintakan
rekomendasi kepada Majelis Ulama Indonesia;

Majelis Ulama Indonesia memberikan atau tidak meikae
rekomendasi calon anggota Dewan Pengawas Syaria ya
disampaikan oleh Direksi;

Bank mengajukan permohonan persetujuan kepada Bank
Indonesia atas calon anggota Dewan Pengawas Syypaiiain
telah mendapatkan rekomendasi Majelis Ulama Indanes

Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakas
calon anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud; dan

Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat anggota Dewan
Pengawas Syariah yang telah mendapat rekomendgsiisvia
Ulama Indonesia dan persetujuan Bank IndonesiaarDdial
pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah olpht Ra
Umum Pemegang Saham tersebut dilakukan sebelumyadan
persetujuan Bl, maka pengangkatan tersebut barn efektif

jika anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut ti&gtujui

oleh Bank Indonesia.

2. Penetapan .
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Penetapan masa jabatan anggota Dewan PengawashSyating
lama sama dengan masa jabatan yang ditetapkamhggota Direksi
atau Dewan Komisaris. Yang dimaksud dengan “mdsztga” adalah
masa jabatan dalam 1 (satu) periode pengangkatan.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pendayeamh

meliputi antara lain:

a. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariadis at
pedoman operasional dan produk yang dikeluarkatk;Ban

b. Mengawasi proses pengembangan produk baru Banksagaai
dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama
Indonesia;

c. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional-Majdlema
Indonesia untuk produk baru Bank yang belum adeadiaya;

d. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip
Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan
penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; dan

e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspekiayadari
satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariayaeiana

dimaksud pada angka 3 dilakukan dengan cara datara

a. Melakukan pengawasan terhadap proses pengembangduk p
baru Bank; dan

b. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan Bank.

Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan tpripadaes

pengembangan produk baru Bank sebagaimana dimaksladangka

4.a. dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Meminta penjelasan dari pejabat Bank yang berwenang
mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digan dalam

produk baru yang akan dikeluarkan;

b. Memeriksa ..
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b. Memeriksa apakah terhadap akad yang digunakan daiatouk
baru telah terdapat fatwa Dewan Syariah Nasiongéhda
Ulama Indonesia.

1) Dalam hal telah terdapat fatwa, maka Dewan Pengawas
Syariah melakukan analisa atas kesesuaian akadikprod
baru dengan fatwa Dewan Syariah Nasional — Majelis
Ulama Indonesia.

2) Dalam hal belum terdapat fatwa, maka Dewan Pengawas
Syariah mengusulkan kepada Direksi Bank untuk
melengkapi akad produk baru dengan fatwa dari Dewan
Syariah Nasional — Majelis Ulama Indonesia.

c. Mereview sistem dan prosedur produk baru yang akan
dikeluarkan terkait dengan pemenuhan Prinsip Syadan

d. Memberikan pendapat syariah atas produk baru ydan a
dikeluarkan.

Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan tprkadatan

Bank sebagaimana dimaksud pada angka 4.b. dendakuken hal-

hal sebagai berikut:

a. Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atang
diminta dari Direksi, pelaksana fungsi audit intedan/atau
fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelakean
pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan penghimpdaaa
dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank;

b. Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yaaign
diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan
pemenuhan Prinsip Syariah dari masing-masing kagiat

c. Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik (sdinpatuk
mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah  sebagaimana

dipersyaratkan dalam SOP, antara lain:

1) ada..
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1) ada tidaknya bukti pembelian barang, untuk akad
murabahah sebagai bukti terpenuhinya syarat jual-be
murabahabh;

2) ada tidaknya laporan wusaha nasabah, untuk akad
mudharabah/musyarakah, sebagai dasar melakukan
perhitungan distribusi bagi hasil;

Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan ketarang

dan/atau konfirmasi kepada pegawai Bank dan/ataalad

untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen sebagaim
dimaksud pada huruf c., apabila diperlukan;

Melakukan review terhadap SOP terkait aspek syaaiadioila

terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pdmen

Prinsip Syariah atas kegiatan dimaksud,;

Memberikan pendapat syariah atas kegiatan pengliampdana

dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; dan

Melaporkan hasil pengawasan Dewan Pengawas Sy@pda

Direksi dan Dewan Komisaris.

Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariahb waj

disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia pédimipat 2 (dua)

bulan setelah periode semester berakhir. Yang dinthkdengan

“semester” adalah periode 6 (enam) bulanan yarakb&rpada bulan

Juni dan Desember. Penyampaian Laporan tersebuggmeakan

format surat sebagaimana Lampiran 2.

Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syarialuahdrasil

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pendayaasmh

selama 1 (satu) semester, yang meliputi antara lain

Kertas kerja pengawasan terhadap proses pengenmbpragiuk
baru Bank; dan

Kertas kerja pengawasan terhadap kegiatan Bank.



10.

11.

12.

13.

Laporan tersebut disampaikan dengan menggunakamafdaporan
sebagaimana Lampiran 3.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaagast dan
tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah, Bank mekaadi
fasilitas yang layak bagi Dewan Pengawas Syarigaranain ruang
kerja, telepon, dan lemari arsip.

Bank menugaskan paling kurang 1 (satu) orang pdgawmwaik
mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabrDeersgawas
Syariah.

Pengambilan keputusan rapat Dewan Pengawas Syditefukan
berdasarkan musyawarah mufakat. Apabila dalam prosegambilan
keputusan terdapat perbedaan pendapat, maka pearbedsadapat
tersebut dapat dicantumkan dalam risalah rapattaes@sannya.
Dalam rangka pengambilan keputusan sebagaimanakslichgpada
angka 11, Dewan Pengawas Syariah dapat memintenpartgan dari
Majelis Ulama Indonesia, apabila diperlukan.

Anggota Dewan Pengawas Syariah dilarang merangkdatgn
sebagai konsultan di seluruh BUS dan/atau UUS.

Yang dimaksud dengan “konsultan” adalah meliputindudtan,
penasihat atau yang dapat dipersamakan dengamaiiki, individu
maupun perusahaan, termasuk pemilik dari perusahgamng
memberikan jasa konsultasi bagi BUS dan/atau UU&arD hal
konsultan berbentuk perusahaan maka pegawai/pgamaryang
bekerja pada perusahaan tersebut, namun tidak ghsrtsebagai
konsultan bagi BUS dan/atau UUS, tidak dikategerikeebagai
konsultan.

Yang dimaksud dengan “jasa konsultasi” adalah tagbpada jasa

konsultasi terkait kegiatan usaha perbankan syariah

14. Dalam ..
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14. Dalam hal Dewan Pengawas Syariah tidak melaksanalgasnya
dengan baik sampai dengan izin usaha Bank dicamaka anggota
Dewan Pengawas Syariah dimaksud dapat dikenakdsisherupa
pelarangan menjadi anggota Dewan Pengawas Syaripérlthnkan
syariah paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggacabutan izin
usaha Bank oleh Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan “Dewan Pengawas Syariah tidak

melaksanakan tugasnya dengan baik sampai dengansaha Bank

dicabut” meliputi antara lain:

a. Tidak memberikan nasihat dan saran kepada Dirdhsi laasil
pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah;

b. Tidak menilai dan memastikan pemenuhan Prinsipi8lyatas
pedoman operasional dan produk yang dikeluarkak;Ban

c. Tidak mengawasi proses pengembangan produk bark &gar
sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional — Majdama
Indonesia;

d. Tidak melakukan review secara berkala atas pemenBhasip
Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan
penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; dan/atau

e. Tidak menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan
Pengawas Syariah secara semesteran.

yang mengakibatkan izin usaha Bank dicabut.

F. SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE
GOVERNANCE
1. Penilaian atas pelaksanaan GCG bagi BUS, dilaku&emadap 11
(sebelas) faktor sebagai berikut:
a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Kosjisari

b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;

c. Kelengkapan .




> a -
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Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas
Syariah;

Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penginiampdana
dan penyaluran dana serta pelayanan jasa;

Penanganan benturan kepentingan;

Penerapan fungsi kepatuhan;

Penerapan fungsi audit intern;

Penerapan fungsi audit ekstern;

Batas Maksimum Penyaluran Dana; dan

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Big&an

pelaksanaan GCG serta pelaporan internal,

Penilaian atas pelaksanaan GCG bagi UUS, dilakukdmadap 5

(lima) faktor sebagai berikut:

a.
b.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS;
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas
Syariah;

Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penginiampdana

dan penyaluran dana serta pelayanan jasa;

Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan
penyimpanan dana oleh deposan inti; dan

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan @g&an

pelaksanaan GCG serta pelaporan internal;

Bank wajib melakukanself assessmenatas pelaksanaan GCG

sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2) galrlang 1

(satu) kali dalam setahun.

Self assessmerdebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan

dengan menggunakan Kertas Keigelf Assessmergebagaimana

Lampiran 4 ..
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Lampiran 4 (bagi BUS) dan Lampiran 5 (bagi UUShdtsian Kertas

Kerja Self Assessmedilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a.

Menyusun analisiself assessmerdengan cara membandingkan

pemenuhan setiap Kriteria/Indikator dengan kondgank

berdasarkan data dan informasi yang relevan. Barkias hasil
analisis tersebut ditetapkan peringkat masing-ngasin

Kriteria/Indikator. Adapun kriteria peringkat adalasebagai

berikut:

1) Peringkat 1: hasil analisiself assessmennenunjukkan
bahwa pelaksanaan GCG Bank sangat sesuai dengan
Kriteria/Indikator.

2) Peringkat 2: hasil analisiself assessmennenunjukkan
bahwa pelaksanaan GCG Bank sesuai dengan
Kriteria/Indikator.

3) Peringkat 3: hasil analisiself assessmennenunjukkan
bahwa pelaksanaan GCG Bank cukup sesuai dengan
Kriteria/Indikator.

4) Peringkat 4: hasil analisiself assessmennenunjukkan
bahwa pelaksanaan GCG Bank kurang sesuai dengan
Kriteria/Indikator.

5) Peringkat 5: hasil analisiself assessmennenunjukkan
bahwa pelaksanaan GCG Bank tidak sesuai dengan
Kriteria/Indikator.

Menetapkan peringkat sub faktor, berdasarkan basilisisself

assessment dengan mengacu pada kriteria peringkat

sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Menetapkan peringkat faktor, berdasarkan peringkét faktor.

Dalam hal tidak terdapat sub faktor, maka peringletor

dimaksud ditetapkan berdasarkan hasil anasisls assessment

dengan ..
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dengan mengacu pada kriteria peringkat sebagaihamzksud
pada huruf a; dan
d. Menyusun kesimpulan untuk masing-masing faktor yarga
memuat permasalahan dan langkah perbaikan secara
komprehensif dan  sistematis beserta target waktu
pelaksanaannya.
Untuk mendapatkan nilai dari masing-masing faktdBank
mengalikan peringkat dari masing-masing faktor dengoobot
tertentu. Bobot masing-masing faktor ditetapkanagebmana tabel
berikut:
a. BagiBUS

Bobot
(%)
wiZ2n50

No Faktor

A1%4

1 | Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab D¢
Komisaris
2 | Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi 017.5
Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite 10.00
4 | Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Deévi&n00
Pengawas Syariah
5 | Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiat&n00
penghimpunan dana dan penyaluran dana serta

pelayanan jasa

w

6 | Penanganan benturan kepentingan 10.00
7 | Penerapan fungsi kepatuhan Bank 5.00
8 | Penerapan fungsi audit intern 5.00
9 | Penerapan fungsi audit ekstern 5.00
10 | Batas Maksimum Penyaluran Dana 5.00

11 | Transparansi kondisi keuangan dan nd®.00
keuangan, laporan pelaksanaan GCdan
pelaporan internal

TOTAL 100.00

b. Bagi...



b. Bagi UUS

Bobot
No Faktor
(%)
1 | Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direkss:00
Uus

2 | Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Devwzén00

Pengawas Syariah

3 | Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiata.00
penghimpunan dana dan penyaluran dana serta

pelayanan jasa

4 | Penyaluran dana kepada nasabah pembiaya@rd0

inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti

5 | Transparansi kondisi keuangan dan n@b.00
keuangan, laporan pelaksanaan GCdan
pelaporan internal

TOTAL 100.00

6. Untuk mendapatkan nilai komposit, Bank menjumlahkeélai dari
seluruh faktor. Berdasarkan nilai komposit terseBank menetapkan

predikat komposit sebagaimana tabel berikut:

Nilai Komposit Predikat Komposit
Nilai Komposit < 1.5 Sangat Baik

1.5< Nilai komposit < 2.5 Baik

2.5< Nilai Komposit < 3.5 Cukup Baik

3.5< Nilai Komposit < 4.5 Kurang Baik

4.5< Nilai Komposit< 5 Tidak Baik

Penetapan..
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11.
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Penetapan predikat komposit tersebut juga mempleanaketentuan

sebagai berikut:

a. Apabila terdapat faktor yang nilai peringkat faktya 5, maka
predikat komposit tertinggi yang dapat dicapai Baadalah
"Cukup Baik”.

b. Apabila terdapat faktor yang nilai peringkat fakhya 4, maka
predikat komposit tertinggi yang dapat dicapai Baadalah
"Baik”.

Penghitungan sebagaimana dimaksud pada angka 6 ddakukan

dengan menggunakan tabel Ringkasan Perhitungam Kblenposit

Self Assessmergebagaimana Lampiran 6 (bagi BUS) dan Lampiran 7

(bagi UUS).

Kertas KerjaSelf Assessmedan dokumen pendukusglf assessment

harus didokumentasikan dengan baik sehingga merkadah

penelusuran oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan Kertas Kerfgelf Assessmedan Ringkasan Perhitungan

Nilai Komposit Self Assessmeni atas, Bank membuat Kesimpulan

Umum pada lembar tersendiri yang paling kurang poéti

a. Gambaran umum pelaksanaan GCG termasuk peringlsahgra
masing faktor serta nilai komposit dan predikatnya;

b. Kelemahan dan kekuatan pelaksanaan GCG secara umum;

c. Langkah perbaikan beserta target waktu pelaksagaadan

d. Realisasi pelaksanaan langkah perbaikan periodelusebya
beserta waktu penyelesaian dan kendala penyelagaian
apabila ada.

Kesimpulan Umum sebagaimana dimaksud pada angkhafis

ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Direktuarii Bank.

Bank harus menyampaikan haself assessmemgelaksanaan GCG

secara lengkap kepada Bank Indonesia paling la@k#ga) bulan

setelah ..
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setelah tahun buku berakhir, yang meliputi: Kertasrja Self
AssessmenRingkasan Perhitungan Nilai KompoSielf Assessment

dan Kesimpulan Umum.

G. LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
BAGI BANK UMUM SYARIAH
1. Laporan Pelaksanaan GCG dapat digabungkan ke daéguaran
Tahunan BUS (menjadi bab tersendiri) atau disajk@rara terpisah
dari Laporan Tahunan BUS. Dalam hal Laporan Peftdaa GCG
digabungkan ke dalam Laporan Tahunan BUS maka Bkapor
Pelaksanaan GCG tetap disampaikan paling lambétg8) (bulan
setelah tahun buku berakhir.
2. Laporan Pelaksanaan GCG bagi BUS paling kurangiteleti:
a. Kesimpulan Umum dari hasglelf assessmermttas pelaksanaan
GCG BUS;
b. kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris yang apaic
5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor,gyameliputi
jenis dan jumlah lembar saham pada BUS yang bekatang
c. kepemilikan saham anggota Direksi yang mencapai(fb%a
persen) atau lebih dari modal disetor, yang malirtis dan
jumlah lembar saham pada BUS yang bersangkutark, laam
dan perusahaan lain yang berkedudukan baik di dataopun
di luar negeri;
d. hubungan keuangan anggota Dewan Komisaris dengan
pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komiksanis

dan/atau anggota Direksi BUS;

e. hubungan ..
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hubungan keuangan anggota Direksi dengan pemegdragns
pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau aadgmeksi
lain;

hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengaegeng
saham pengendali, anggota Dewan Komisaris lain atkun/
anggota Direksi BUS;

hubungan keluarga anggota Direksi dengan pemegahgns
pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau aadgmoeksi
lain;

rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris pada geaasaatau
lembaga lain;

rangkap jabatan sebagai anggota Dewan PengawasalSpada
lembaga keuangan syariah lainnya;

struktur komite, keanggotaan komite, dan keahlianggata
komite;

daftar konsultan, penasihat atau yang dipersamdkagan itu
yang digunakan oleh BUS;

Pengungkapan mengenai konsultpaling kurang mencakup
nama perusahaan konsultan, tujuan, dan ruang inddauja.
Dalam hal konsultan adalah individu, cukup disebntkhama
yang bersangkutan.

kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnyaenfuneration
package yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham bagi
Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syaria
Yang dimaksud dengan kebijakan remunerasi dan itéesil
lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Sah#maa
lain meliputi:

1) remunerasi yaitu penghasilan dalam bentuk keuatgam

natura) antara lain gaji, tunjangahefefi), kompensasi

dalam ..
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dalam bentuk saham, bonus dan bentuk remunerasyksi
dan

2) fasilitas lain yaitu fasilitas yang diterima tidadalam
bentuk keuangan (natura), antara lain fasilitasipahan,
fasilitas transportasi, fasilitas asuransi kesehatasilitas
telekomunikasi, dan fasilitas lainnya, yang dapatilki
maupun tidak dapat dimiliki.

Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi datitaigsi

lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham

mencakup jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlahgatay

Direksi, dan jumlah anggota Dewan Pengawas Syss@&la

jumlah keseluruhan remunerasi dan fasilitas lainnyang

ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham, sebagaiatsiali

bawah ini:
Jumlah Diterima dalam 1 Tahun
. . Dewan . . Dewan
Jenis Remunerasi dan o Direksi Pengawas
. . Komisaris .
Fasilitas lainnya Syariah
jutaan jutaan jutaan
Orang Ij?upiah Orang Iiiupiah Orang Iiiupiah
1. Remunerasi
2. Fasilitas
lainnya*) :
a. yang dapa
dimiliki
b. yang tidak
dapat dimiliki
Total

*) dinilai dalam ekuivalen Rupiah.
Jumlah anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan

Pengawas Syariah yang menerima remunelasim satu tahun

dikelompokkan ..
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dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilabagaimana
tabel di bawah ini:

(satuan orang)

Jumlah Remunerasi*)| Jumlah Jumlah Jumlah

per orang dalam 1 tahun Dewan Direksi Dewan
Komisaris Pengawas
Syariah

di atas Rp 2 miliar
di atas Rp 1 miliar s.d.
Rp 2 miliar

di atas Rp 500 juta s.
Rp 1 miliar

Rp 500 juta ke bawah
*) yang diterima dalam bentuk keuangan (non natura)

j=m

rasio gaji tertinggi dan gaji terendah,;

Yang dimaksud dengan "gaji” adalah hak pegawai yditegima
dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalam da
perusahaaan atau pemberi kerja kepada pegawaiditatgpkan
dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja,padsgtan, atau
peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangagi ba
pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan danésia yang
telah dilakukannya.

Pengungkapan mengenai rasio gaji tertinggi dan tgagindah
dalam skala perbandingan berikut:

1) rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah;

2) rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah;

3) rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendadm d

4) rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi.

Gaji yang dibandingkan dalam rasio gaji tersebudtds, adalah

gaji yang diterima oleh anggota Dewan Komisarigeksi dan

egawai ..
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pegawai per bulan. Yang dimaksud dengan “pegawddlad

pegawai tetap BUS sampai batas pelaksana.

frekuensi rapat Dewan Komisaris;

Pengungkapan mengenai frekuensi rapat Dewan Kasjisar

paling kurang mencakup:

1) jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (sakwjt,

2) tingkat kehadiran masing-masing anggota di setayatr
yang dihadiri baik secara fisik maupun melalui t@kgi
telekonferensi.

frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah;

Pengungkapan mengenai frekuensi rapat anggota Dewan

Pengawas Syariah, paling kurang mencakup:

1) jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (sakwjt,

2) tingkat kehadiran masing-masing anggota di setaatr
yang dihadiri baik secara fisik maupun melalui t@kgi
telekonferensi.

jumlah penyimpanganirernal fraug yang terjadi dan upaya

penyelesaian oleh BUS;

Yang dimaksud dengan internal fraud  adalah

penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh Dewan

Komisaris, Direksi, pegawai tetap, dan/atau pegdidak tetap

(honorer daroutsourcing terkait dengan proses kerja dan/atau

kegiatan operasional Bank yang memengaruhi kokdisangan

Bank secara signifikan. Yang dimaksud dengan "meyaeri

kondisi keuangan Bank secara signifikan” adalah biéga

dampak penyimpangannya lebih dari Rp100.000.00@&@tus
juta rupiah).

Pengungkapan mengenainternal fraud paling kurang

mencakup:

1) jumlah ...



1) jumlahinternal fraud yang telah diselesaikan;

2) jumlah internal fraud yang sedang dalam proses

penyelesaian di internal Bank;
3) jumlah internal fraud yang belum diupayakan
penyelesaiannya; dan
4) jumlah internal fraud yang telah ditindaklanjuti melalui

proses hukum,

sebagaimana tabel di bawabh ini:

Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh
Dewan Komisaris Pegawai L
Internal Fraud / Direksi Tetap Pegawai tidak Teta
Thn Thn Thn Thn Thn Thn
dalam 1 tahun | sebelum . sebelum : Sebelum :
berjalan berjalan Berjalan
nya nya nya
Total Fraud
Telah
diselesaikan

Dalam  proses

penyelesaian
internal Bank

d

Belum
diupayakan

penyelesaiannyz:

=0

Telah
ditindaklanjuti

melalui prose

hukum.

jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaarBiJS;

Yang dimaksud dengan “permasalahan hukum” adalah

permasalahan hukum perdata dan pidana yang dih&i#p
selama periode tahun laporan dan telah diajukaaloiglroses

hukum.

Pengungkapan
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Pengungkapan mengenai permasalahan hukum palirendur

mencakup:

1) jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang
dihadapi dan telah selesai (telah mempunyai kekuata
hukum yang tetap); dan

2) jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang
dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian,

sebagaimana tabel di bawah ini:

Jumlah
Perdata Pidana
Telah selesai (telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap)
Dalam proses penyelesaian
Total

Permasalahan Hukum

transaksi yang mengandung benturan kepentingan;
Pengungkapan mengenai transaksi yang mengandurigrdoen
kepentingan, paling kurang mencakup nama dan jahbataak
yang memiliki benturan kepentingan, nama dan jabata
pengambil keputusan transaksi yang mengandung raentu
kepentingan, jenis transaksi, nilai transaksi, daterangan
mengenai ketidaksesuaian dengan sistim dan prosgaiog
berlaku.

buy back sharedan/atalbuy backobligasi BUS;

Yang dimaksud denganbtly back shares”atau “buy back
obligasi” adalah upaya mengurangi jumlah saham akdigasi
yang telah diterbitkan BUS dengan cara membeli ladinsham
atau obligasi tersebut, yang tata cara pembayasanny

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengungkapan
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Pengungkapan mengenbuy back shareslan/ataubuy back

obligasi paling kurang mencakup:

1) kebijakan dalam melakukdsuy back shareslan/ataubuy
backobligasi;

2) jumlah lembar saham dan/atau obligasi yang dibeli
kembali;

3) harga pembelian kembali per lembar saham dan/atau
obligasi;

4) peningkatan laba per lembar saham dan/atau obligasi

t. penyaluran dana untuk kegiatan sosial baik jumladupun
pihak penerima dana; dan
u. pendapatan non halal dan penggunaannya.

Contoh sumber pendapatan non halal antara lain apatah

bunga dari penempatan pada bank konvensional. Rgkgpan

mengenai pendapatan non halal dan penggunaannyag pal

kurang meliputi sumber pendapatan non halal, nidan

penggunaannya. Dalam hal penggunaan pendapatarhaiain

dimaksud digabungkan menjadi satu dengan pengguiaza

gardh lainnya” dan tidak dapat dikaitkan lagi sumdengan

penggunaannya maka cukup diberi keterangan "digadi&atu

dengan penggunaan dana gardh”.

H. LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
BAGI UNIT USAHA SYARIAH
1. Laporan pelaksanaan GCG UUS dapat digabungkanlaendaporan
pelaksanaan GCG bank umum konvensional yang meimddknya
(menjadi bab tersendiri) atau disajikan secaraidehpdari laporan

pelaksanaan GCG bank umum konvensional yang meimddknya.

Dalam ..



33

Dalam hal laporan pelaksanaan GCG UUS digabunglkamldtam

laporan tahunan bank umum konvensional maka lappetaksanaan

GCG tetap disampaikan paling lambat 3 (tiga) budatelah tahun
buku berakhir.
Laporan pelaksanaan GCG bagi UUS paling kurangyitelati:

a.

Kesimpulan Umum dari hasflelf assessmerdtas pelaksanaan

GCG UUS;

rangkap jabatan sebagai anggota Dewan PengawasalSpada

lembaga keuangan syariah lainnya;

daftar konsultan, penasihat atau yang dipersamdkagan itu

yang digunakan oleh UUS;

Pengungkapan mengenai konsultpaling kurang mencakup

nama perusahaan konsultan, tujuan, dan ruang nddeuja.

Dalam hal konsultan adalah individu, cukup disebotkhama

yang bersangkutan.

Pengungkapan konsultan dalam laporan ini hanya kuntu

konsultan yang ruang lingkup kerjanya terkait UUS.

kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnyaenfuneration

packagé yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham bagi

Dewan Pengawas Syariah:

Yang dimaksud dengan kebijakan remunerasi dan itéesil

lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Sah#maa

lain meliputi:

1) remunerasi yaitu penghasilan dalam bentuk keuatmgam
natura) antara lain gaji, tunjangabefefi), kompensasi
dalam bentuk saham, bonus dan bentuk remunerasyksi
dan

2) fasilitas lain yaitu fasilitas yang diterima tidadalam

bentuk keuangan (natura), antara lain fasilitasipahan,
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fasilitas transportasi, fasilitas asuransi kesehatasilitas
telekomunikasi, dan fasilitas lainnya, yang dapatilki
maupun tidak dapat dimiliki.
Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi datitafasi
lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham
mencakup jumlah anggota Dewan Pengawas Syariajuddah
keseluruhan remunerasi dan fasilitas lainnya yaitgtaghkan

Rapat Umum Pemegang Saham, sebagaimana tabel ah lraiw

Jenis Remunerasi dan | Jumlah Diterima dalam 1 Tahun
Fasilitas lainnya Orang jutaan Rupiah

1. Remunerasi
2. Fasilitas lainnya*) :

a. yang dapa
dimiliki
b. yang tidak dapat
dimiliki
Total

*) dinilai dalam ekuivalen Rupiah.

Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah yang menerima
remunerasidalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran
tingkat penghasilan, sebagaimana tabel di bawah ini

(satuan orang)

Jumlah Remunerasi*) per orang Jumlah Dewan Pengawas
dalam 1 tahun Syariah
di atas Rp 2 miliar
di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar
di atas Rp 500 juta s.d. Rp|1
miliar
Rp 500 juta ke bawah
*) yang diterima dalam bentuk keuangan (non natura)

e. frekuensi ..
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frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah;

Pengungkapan mengenai frekuensi rapat anggota Dewan

Pengawas Syariah, paling kurang mencakup:

1) jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (sakwjt,

2) tingkat kehadiran masing-masing anggota di setaatr
yang dihadiri baik secara fisik maupun melalui ®Ekgi
telekonferensi

jumlah penyimpanganirternal fraug yang terjadi dan upaya

penyelesaian oleh UUS;

Yang dimaksud dengan internal fraud  adalah

penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh Dewan

Komisaris, Direksi, pegawai tetap, dan/atau pegdidak tetap

(honorer danoutsorcing terkait dengan proses kerja dan/atau

kegiatan operasional UUS yang memengaruhi koRdisangan

UUS secara signifikan. Yang dimaksud dengan "meraerg

kondisi keuangan UUS secara signifikan” adalah ggalampak

penyimpangannya lebih dari Rp100.000.000,00 (serjita
rupiah).

Pengungkapan mengenainternal fraud paling kurang

mencakup:

1) jumlahinternal fraud yang telah diselesaikan;

2) jumlah internal fraud yang sedang dalam proses
penyelesaian di internal UUS;

3) jumlah internal fraud yang belum diupayakan
penyelesaiannya; dan

4) jumlah internal fraud yang telah ditindaklanjuti melalui

proses hukum,

sebagaimana
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sebagaimana tabel di bawah ini:

Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh
Dewan Komisaris Pegawai Pegawai tidak

Internal Fraud / Direksi Tetap Tetap

Thn Thn Thn Thn Thn Thn
dalam 1 tahun| sebelum . sebelum . Sebelum| Berjala

berjalan berjalan
nya nya nya n
Total Fraud

Telah
diselesaikan

Dalam  proses
penyelesaian d
internal UUS

Belum
diupayakan
penyelesaiannyz:

pS =)

Telah
ditindaklanjuti
melalui prose
hukum.

g. jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaarnJS;

Yang dimaksud dengan “permasalahan hukum” adalah

permasalahan hukum perdata dan pidana yang diha#lagi

selama periode tahun laporan dan telah diajukaalonglroses
hukum.

Pengungkapan mengenai permasalahan hukum palirendur

mencakup:

1) jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang
dihadapi dan telah selesai (telah mempunyai kekuata
hukum yang tetap); dan

2) jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang

dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian,

sebagaimana.




37

sebagaimana tabel di bawah ini:

Jumlah
Perdata Pidana
Telah selesai (telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap)
Dalam proses penyelesaian
Total

Permasalahan Hukum

h. penyaluran dana untuk kegiatan sosial baik jumlaupun
pihak penerima dana; dan
Yang dimaksud dengan penyaluran dana adalah peagalana
yang sumber dananya berasal dari UUS.

I.  pendapatan non halal dan penggunaannya.
Contoh sumber pendapatan non halal antara lain apatah
bunga dari penempatan pada bank konvensional. Rgkgpan
mengenai pendapatan non halal dan penggunaannyag pal
kurang meliputi sumber pendapatan non halal, nidan
penggunaannya. Dalam hal penggunaan pendapataraiain
dimaksud digabungkan menjadi satu dengan pengguizza
gardh lainnya” dan tidak dapat dikaitkan lagi sumdengan
penggunaannya maka cukup diberi keterangan "digadikatu

dengan penggunaan dana gardh”.

I.  ALAMAT PENYAMPAIAN
1. Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pendgiyaasih,
hasil self assessmentelaksanaan GCG, dan Laporan Pelaksanaan
GCG oleh BUS kepada Bank Indonesia dialamatkandeepa
a. Direktorat Perbankan Syariah, Jl. MH Thamrin ®p.Jakarta
10350, bagi BUS yang berkantor pusat di wilayahak&antor

Pusat Bank Indonesia;

b. Kantor ...
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b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi BUS yamkantor pusat
di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesinghn
tembusan kepada Direktorat Perbankan Syariah.

2. Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pendgaysash,
hasil self assessmemelaksanaan GCG dan Laporan Pelaksanaan
GCG oleh UUS kepada Bank Indonesia dialamatkandaepa
a. Direktorat Perbankan Syariah, Jl. MH Thamrin 2\alakarta

10350, bagi UUS yang Bank Umum Konvensional yangjatk
induknya berkantor pusat di wilayah kerja Kantos&uBank
Indonesia;

b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi UUS yangkBamum
Konvensional yang menjadi induknya berkantor pudiatuar
wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia denganbtesan

kepada Direktorat Perbankan Syariah.

J.  PENUTUP

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini maka:

1. Surat Edaran Nomor 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007ihake
PelaksanaanGood Corporate Governancebagi Bank Umum
dinyatakan tidak berlaku bagi UUS sepanjang halyaag telah diatur
dalam Surat Edaran ini dan dinyatakan tidak berlakgi Bank
Umum Syariah.

2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/19/DPbS tanggahgustus
2006 tentang Pedoman Pengawasan Syariah dan Tiad€laporan
Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah dkayattidak
berlaku bagi BUS dan UUS.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku peafgal 30 April

2010.

Agar ...



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan yreaman Surat

Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Né&ggpablik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

MULIAMAN D. HADAD
DEPUTI GUBERNUR
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